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Abstrak: Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota 

Pekanbaru menjadi tantangan sosial yang memerlukan kerja sama lintas sektor. 

Masih banyak ditemukan gelandangan psikotik akut berkeliaran, keterbatasan 

fasilitas penampungan pasca pemulihan, serta tingginya jumlah pasien yang 

tidak dapat direunifikasi sehingga menimbulkan overload di RSJ Tampan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antar instansi 

dalam upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar 

dengan menyoroti bentuk kerja sama, peran masing-masing pihak serta 

hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya penanganan ODGJ terlantar, 

dengan menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash(2008) 

yang dilihat dari Face to face dialog (Dialog Tatap Muka), Trust Building 

(Membangun Kepercayaan), Commitment to process (Komitmen Terhadap 

Proses), Shared Understanding (Saling Memahami), Intermediate Outcome (Hasil 

Sementara). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara RSJ Tampan, 

Dinas Sosial Provinsi Riau dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Panti Kehidupan 

Insan Produktif, serta Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau sudah 

terbentuk namun belum berjalan secara optimal, masih banyaknya ODGJ 

terlantar berkeliaran disekitaran Kota Pekanbaru. Hambatan utama adalah 

keterbatasan fasilitas dan daya tampung, minimnya pengetahuan masyarakat, 

stigma negatif dari masyarakat dan keluarga, keterbatasan sumber daya 

manusia. Saran dari penelitian ini adalah mempercepat pembangunan daya 

tampung untuk pasien perempuan di UPT Bina Laras, menambah dan 

meratakan tenaga kesehatan     jiwa, memperkuat sistem penjangkauan dan 

pendataan ODGJ secara berkelanjutan serta memperkuat edukasi dan literasi 

kesehatan jiwa di masyarakat.  

Kata kunci: ODGJ, Terlantar, Collaborative Governance, Kolaborasi Lintas 

Sektor, Kesehatan Jiwa, Pelayanan Sosial 
 

Pendahuluan 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan 

pada pikiran, perasaan, maupun perilaku, yang tercermin melalui gejala dan perubahan 

perilaku tertentu sehingga menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan 

fungsi hidup sehari-hari. ODGJ juga kerap dikategorikan sebagai penyandang disabilitas 

mental. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat berarti kekurangan yang 

menyebabkan kualitas atau nilai menjadi tidak sempurna, baik pada fisik, batin, maupun 
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akhlak. Sedangkan istilah mental merujuk pada aspek batin dan watak manusia yang 

berkaitan dengan akal pikiran, bukan jasmani. Sakit jiwa dipahami sebagai kondisi 

terganggunya sistem saraf atau fungsi pikir akibat ketidakseimbangan pada jiwa yang 

berhubungan dengan nalar dan kesadaran. Dalam konteks kesehatan modern, ODGJ 

mencakup berbagai gangguan mental seperti depresi, bipolar, skizofrenia, gangguan 

kecemasan, gangguan makan, hingga gangguan kepribadian, dengan gejala mulai dari 

perubahan suasana hati yang ekstrem, halusinasi, hingga rasa cemas berlebihan. 

Meskipun masalah kesehatan mental tidak secara langsung mengakibatkan 

kematian, namun kondisi ini dapat menimbulkan rasa sakit, baik secara mental maupun 

secara materi, bagi orang yang menderitanya serta keluarganya.  Menurut Kementerian 

Kesehatan, pada tahun 2017 sekitar 450 juta orang di dunia menderita masalah kesehatan 

jiwa, sementara kesenjangan penanganan di Indonesia masih berada di atas 90%, artinya 

hanya sekitar 10% penderita gangguan jiwa yang mendapatkan perawatan secara memadai. 
Tabel 1. Jumlah ODGJ Menurut Kabupaten Provinsi Riau Tahun 2024 

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2025 

Di Provinsi Riau, prevalensi ODGJ masih cukup tinggi dengan jumlah tercatat 

hampir 9.000 kasus pada tahun 2024. Beberapa kabupaten seperti Kampar, Indragiri Hilir, 

dan Pekanbaru menjadi penyumbang kasus terbanyak. Namun, akses terhadap layanan 

kesehatan jiwa masih belum merata, di mana Kota Pekanbaru mencatat persentase terendah 

penerimaan layanan kesehatan, yakni hanya sebesar 57,1%. Kondisi ini diperparah dengan 

keterbatasan fasilitas, daya tampung rumah sakit yang berlebihan seperti di RSJ Tampan, 

serta minimnya ketersediaan pusat rehabilitasi. 

 

 

 

 

Kabupaten/kota Skizofrenia Psikotik/akut Total 

Kampar  1.134 17 1.151 

Bengkalis 693 25 718 

Indragiri Hulu 512 17 529 

Indragiri Hilir 1.093 42 1.135 

Pelalawan 752 9 761 

Rokan Hulu 772 2 774 

Rokan Hilir 737 19 756 

Siak 688 5 693 

Kuantan Singingi 453 17 470 

Kepulauan Meranti 396 5 401 

Pekanbaru 1.011 31 1.042 

Dumai 458 18 566 

Total                 8789          207        8.996 



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 2, 2025 3 of 13 

 

 

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso 

 

 

 

. 

 
 

 

Gambar 1. Persentase Mendapat Layanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022 

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2025 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan kelompok rentan yang apabila 

tidak tertangani dengan baik berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. 

ODGJ terlantar kerap dijumpai sebagai gelandangan, yang terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu gelandangan psikotik dan non psikotik. Gelandangan non psikotik umumnya tidak 

memiliki tempat tinggal tetap, tetapi masih dapat berpikir logis. Sebaliknya, gelandangan 

psikotik adalah individu dengan gangguan jiwa berat yang terlantar di jalanan sehingga 

mengancam keselamatan, ketertiban, dan keamanan publik. Kondisi ini menimbulkan 

keresahan sosial sekaligus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana 

diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, 

mendapatkan lingkungan yang sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. 

Secara regulatif, penanganan ODGJ terlantar telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menegaskan kewajiban pemerintah 

pusat dan daerah untuk memberikan layanan perawatan, rehabilitasi, serta reintegrasi 

sosial. Lebih lanjut, Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi 

Sosial mengatur tahapan penanganan ODGJ terlantar, mulai dari pendekatan awal, 

assessment, intervensi, resosialisasi, hingga bimbingan lanjut bagi keluarga. Ketentuan 

tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak ODGJ merupakan bagian dari prinsip hak 

asasi manusia dan kesejahteraan sosial. 

Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak ODGJ terlantar yang 

berkeliaran di ruang publik, termasuk di Kota Pekanbaru. Fenomena ini menimbulkan 

keresahan masyarakat, baik karena tindakan menyimpang seperti berjalan tanpa busana, 

melakukan pemalakan, hingga tindak kriminal yang berujung pada korban jiwa. Selain itu, 

terdapat pula ODGJ yang dinyatakan pulih secara medis namun tidak memiliki tempat 

kembali karena berbagai faktor, termasuk keadaan ekonomi serta stigma negatif dari 

keluarga maupun masyarakat yang menghambat proses reunifikasi.  
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Tabel 2. Jumlah Penjangkauan ODGJ Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

 

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2025 

Banyaknya jumlah ODGJ yang terlantar di Kota Pekanbaru menimbulkan 

permasalahan sosial yang dimana hal ini diperlukan adanya penanganan yang tentunya 

melibatkan berbagai pihak dalam setiap tindakan yang diperlukan. Dalam hal upaya 

penjangkauan, penjaringan ODGJ di jalanan, upaya pengobatan atau rehabilitasi untuk 

ODGJ yang telah dijangkau, hingga pada akhirnya ODGJ diputuskan untuk dipulangkan 

ataupun ditampung apabila belum diketahui keluarga/alamat daerah asal, tetapi tidak 

hanya sampai disitu saja, sulitnya ODGJ untuk dikembalikan ke keluarga karena faktor 

tertentu seperti keluarga tidak ingin menerima lagi, dan juga sulitnya mencari identitas dari 

ODGJ tersebut. 
Tabel 3. Jumlah Pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Sumber: Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, 2025 

RSJ Tampan Provinsi Riau adalah rumah sakit yang berorientasi ke kuratif dan 

rehabilitatif. Saat proses pengobatan dan penampungan untuk rehabilitasi, tentu saja RSJ 

Tampan memiliki kapasitas dan tempat. Saat ini jumlah fasilitas tempat tidur pada RSJ 

Tampan hanya 284 saja dengan jumlah pasien 320. Banyaknya pasien di RSJ Tampan 

dengan asal usul tidak jelas dan tidak punya jaminan kesehatan menjadi persoalan yang 

memusingkan, dan tentunya tiap saat dengan berdatangannya pasien lain menjadikan 

overkapasitas dan akan mempengaruhi kualitas layanan. 

Sebagai upaya mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah bersama swasta 

mendirikan fasilitas penampungan pasca rehabilitasi, seperti UPT Bina Laras Provinsi Riau 

dan Panti Kehidupan Insan Produktif. Namun, kapasitasnya masih terbatas, bahkan UPT 

Bina Laras hanya dapat menampung pasien laki-laki dengan maksimal 60 orang, dan Panti 

Kehidupan Insan Produktif juga memiliki keterbatasan dalam penampungan. 

Tidak hanya sampai disitu, bagi pasien yang menjalani perawatan jangka panjang di 

rumah sakit jiwa, pembiayaan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh BPJS karena 

adanya keterbatasan jaminan kesehatan. Kondisi ini menjadi beban tersendiri bagi pihak 

rumah sakit, yang pada akhirnya harus menutupi biaya secara mandiri dan berdampak 

pada arus kas rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pihak lain, seperti 

Tahun Jumlah 

2020 20 

2021 80 

2022 19 

2023 29 

2024 27 

Perjuni 2025 14 

Tahun Jumlah 

2021 2.026 

2022 1.626 

2023 1.955 

2024 1.863 
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Baznas Provinsi Riau, yang dapat berperan dalam membantu pembiayaan melalui kerja 

sama dengan rumah sakit maupun panti.  

 Masih banyaknya ODGJ yang belum mendapatkan rehabilitasi sosial dan masih 

terlantar dijalan kota Pekanbaru juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat pentingnya kesehatan jiwa dan sosialiasi tentang pengadaan fasilitas kesehatan 

jiwa untuk menampung dan membina penderita gangguan jiwa terlantar. Dan juga masih 

banyaknya beberapa masyarakat yang tidak peduli dan bahkan sering mengolok-ngolok 

ODGJ tersebut. Selain itu kurang adanya pengetahuan luas mengenai bimbingan lanjut 

kepada pihak keluarga yaitu sosialiasi untuk agar dapat menangani lebih lanjut pasien yang 

telah dinyatakan sembuh agar dapat melakukan aktivitas seperti berinteraksi ke sesama 

layaknya manusia pada umumnya, dan untuk itu diperlukan banyak peran dan kerja sama 

antar berbagai pihak dan kolaborasi guna untuk menyelesaikan permasalahan ODGJ 

terlantar ini.  

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara 

mendalam    yaitu collaborative governance dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) terlantar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau Kota 

Pekanbaru dengan Lokus dinas sosial provinsi riau, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Rumah 

Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, Panti Yayasan Kehidupan Insan Produkif, Panti 

Kehidupan Insan Produktif, Baznas Provinsi Riau. Peneliti memilih lokasi penelitian 

beberapa stakeholders ini karena  telah berupaya memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada masyarakat dengan terus melakukan pengembangan terhadap program dan 

inovasi yang diberikan. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, dengan 

kriteria seperti partisipasi langsung atau pemahaman mendalam tentang penanganan 

ODGJ terlantar. Informan dari penelitian ini terdiri dari Bidang Rehabilitasi Sosial, 

Disabilitas, Dinas Sosial Provinsi Riau; Bidang Pekerja Sosial UPT. Bina Laras, Sub 

Koordinator RTS (Rehabilitasi, Tuna Sosial) KTK (Korban Tindak Kekerasan, PO 

(Perdagangan Orang), Dinas Sosial Kota Pekanbaru; Staff Dinas Sosial Kota Pekanbaru; 

Ketua Tim Kerja Humas Rumah Sakit Jiwa Tampan; Bidang Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Jiwa Tampan; Bidang Rekam Medik, Rumah Sakit Jiwa Tampan; Bidang Diklit Rumah 

Sakit Jiwa Tampan; Ketua Panti Kehidupan Insan Produktif; Wakil Ketua II Baznas Provinsi 

Riau, dan Masyarakat 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Sementara itu, analisis data dilakukan melalui 

empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.  
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Hasil dan Pembahasan 

Collaborative Governance dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Terlantar di Kota Pekanbaru  

  Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan Collaborative Governance dalam 

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Pekanbaru yang 

dilakukan oleh stakeholders yang terkait serta menganalisis faktor penghambat dalam 

pelaksanaanya. Peneliti memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan dengan 

menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash (2008). Dalam proses 

collaborative governance Ansel dan Gash diukur menggunakan 5 indikator, adapun indikator 

tersebut yaitu dialog tatap muka, komitmen terhadap proses membangun kepercayaan, 

komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. 

1. Dialog Tatap Muka (Face to Face Dialogue) 

Dialog tatap muka merupakan bentuk komunikasi langsung yang memiliki 

peran penting dalam proses kolaborasi, karena melibatkan pertukaran pesan antar 

individu atau kelompok untuk mencapai kesamaan makna. Komunikasi ini terjadi 

setidaknya antara dua pihak atau lebih, dalam suasana yang memungkinkan setiap 

peserta memiliki kesempatan yang setara sebagai pembicara maupun pendengar. 

Dialog tatap muka dalam kolaborasi penanganan ODGJ terlantar di Kota Pekanbaru 

berperan penting dalam membangun kepercayaan, menyatukan persepsi, serta 

merumuskan solusi bersama. Namun, pelaksanaannya masih terbatas pada tahap awal 

kerja sama dan belum rutin melalui forum evaluasi formal. Meskipun komunikasi 

lanjutan lebih banyak dilakukan secara situasional, mekanisme ini tetap menghasilkan 

koordinasi nyata seperti perpindahan pasien, pelaporan kondisi, hingga penanganan 

pembiayaan melalui BAZNAS. Dengan demikian, dialog tatap muka sudah 

berkontribusi sebagai dasar kolaborasi, tetapi masih perlu diperkuat dengan pertemuan 

terstruktur dan evaluasi berkala agar efektivitas kolaborasi lebih optimal.   

2. Membangun Kepercayaan (Trust Building) 

Membangun kepercayaan antar para stakeholders adalah titik awal untuk tata 

kelola kolaboratif. Literatur sangat menunjukkan bahwa proses kolaboratif bukan 

hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan di antara para 

pemangku kepentingan. Rasa percaya antar-stakeholders dalam penanganan ODGJ 

terlantar di Kota Pekanbaru terbangun melalui kebutuhan nyata dan kontribusi konkret 

dari masing-masing pihak, seperti penyediaan fasilitas oleh RSJ, dukungan pembiayaan 

dari BAZNAS, serta penyediaan tempat tinggal oleh panti sosial. Kepercayaan ini tidak 

hanya lahir dari hubungan personal, tetapi juga didukung oleh landasan formal berupa 

perjanjian kerja sama serta komunikasi yang rutin dan terbuka. Bagi instansi 

pemerintah, kepercayaan lebih diletakkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

sesuai struktur yang berlaku, sementara pada level operasional, kepercayaan dipelihara 

melalui kebiasaan saling membantu dan menjaga komunikasi. Hambatan dalam 

membangun kepercayaan relatif tidak ditemukan karena adanya komitmen bersama 

serta mekanisme penyelesaian kendala yang segera dilakukan. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dalam kolaborasi ini terbentuk secara bertahap 
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melalui kontribusi nyata, komunikasi berkelanjutan, dan dasar hukum yang jelas, 

sehingga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kerja sama lintas sektor. 

3. Komitmen Terhadap Proses (Commitment to Process) 

Komitmen terhadap proses kolaboratif membutuhkan keinginan di awal untuk 

mematuhi hasil diskusi bersama, bahkan jika hasilnya tidak sepenuhnya disukai oleh 

semua pihak yang terlibat. Tentu saja, dengan dasar tata kelola kolaboratif yang 

berlandaskan dari kesepakatan bersama, risiko yang dihadapi oleh para pihak menjadi 

lebih kecil. Komitmen terhadap proses dalam penanganan ODGJ terlantar di Kota 

Pekanbaru tercermin dari keseriusan instansi dalam menjalankan peran masing-masing 

secara konsisten untuk mengatasi kelebihan kapasitas RSJ dan memastikan pasien 

pasca rehabilitasi tidak kembali terlantar. Komitmen ini diwujudkan melalui 

penyediaan SDM, fasilitas, serta dukungan pembiayaan dari BAZNAS, meskipun pada 

beberapa instansi masih dilakukan secara bertahap. Landasan formal berupa PKS, SOP, 

dan alur kerja turut memperkuat keberlangsungan kolaborasi. Dengan demikian, 

komitmen terhadap proses tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi telah terlembagakan 

melalui dukungan sumber daya dan regulasi yang jelas. 

4. Pemahaman Bersama (Shared Understanding) 

Dalam proses kolaborasi lintas sektor, pemahaman bersama (shared 

understanding) menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan 

pelaksanaan program. Pemahaman bersama merujuk pada kesepakatan antar pemangku 

kepentingan mengenai tujuan bersama, definisi masalah yang dihadapi, serta nilai-nilai 

yang ingin dicapai melalui kolaborasi tersebut. Pemahaman bersama dalam kolaborasi 

lintas sektor penanganan ODGJ terlantar di Kota Pekanbaru yaitu terbentuk melalui 

kesadaran kolektif bahwa persoalan ini bersifat kompleks, mendesak, dan tidak dapat 

ditangani oleh satu instansi saja. Kesepahaman tersebut lahir dari kondisi awal berupa 

overkapasitas RSJ, keterbatasan sumber daya Dinas Sosial, serta beban pembiayaan 

pasien yang tidak memiliki keluarga, yang mendorong aktor-aktor seperti RSJ, UPT Bina 

Laras, Panti Kehidupan Insan Produktif, dan BAZNAS untuk menyelaraskan persepsi 

dan tujuan. Penyamaan persepsi dilakukan melalui komunikasi terbuka, pembahasan 

intensif, serta pembagian peran yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Nilai 

bersama yang disepakati adalah memastikan keberlangsungan pengobatan, kelancaran 

pemulangan pasien, serta reintegrasi sosial yang bermartabat, dengan menekankan 

pentingnya peran saling melengkapi antarinstansi. Dengan demikian, pemahaman 

bersama menjadi landasan penting yang menjamin koordinasi, efisiensi, dan 

keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam menangani ODGJ terlantar. 

5. Hasil Sementara (Intermediate Outcome) 

Kolaborasi cenderung dapat berkelanjutan apabila setiap pihak yang terlibat 

merasakan secara langsung manfaat dan pencapaian, walaupun masih berskala kecil, 

sebagai hasil dari kerja sama tersebut. Keberhasilan kecil ini dapat menjadi dorongan 

untuk memperkuat kepercayaan dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. 

Hasil sementara ini adalah indikator kunci yang menunjukkan apakah proses 

kolaborasi sudah berjalan baik dan menuju keberhasilan jangka panjang. Hasil ini 
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belum final, tetapi menunjukkan kemajuan dan kualitas hubungan antar aktor yang 

terlibat. Hasil sementara dari proses kolaborasi lintas sektor dalam penanganan ODGJ 

terlantar di Kota Pekanbaru menunjukkan capaian awal yang positif meskipun belum 

sepenuhnya optimal. Kolaborasi antara RSJ Tampan, Dinas Sosial Provinsi dan Kota 

Pekanbaru, UPT Bina Laras, Panti Kehidupan Insan Produktif, serta BAZNAS telah 

menghasilkan dampak nyata berupa berkurangnya penumpukan pasien pascarawat di 

RSJ, tersedianya panti sebagai tempat rujukan lanjutan, serta layanan rehabilitasi 

psikososial melalui bimbingan rohani, pelatihan keterampilan, dan program 

pendampingan. Selain itu, terdapat keberhasilan dalam upaya reunifikasi pasien 

dengan keluarga, meskipun belum merata karena sebagian pasien tetap harus dirawat 

di RSJ atau meninggal dalam perawatan. Namun apa yang terjadi dilapangan dengan 

masih banyaknya ODGJ yang terlantar dan berkeliaran perlu adanya perhatian khusus 

untuk seluruh stakeholders agar selalu peduli dan dapat merangkul ODGJ karena 

mereka juga manusia yang sama dengan manusia normal lainnya. 

 

Faktor Penghambat Collaborative Governance dalam Penanganan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Pekanbaru  
1. Keterbatasan Fasilitas dan Daya Tampung 

Hambatan utama dalam penanganan ODGJ terlantar di Kota Pekanbaru adalah 

keterbatasan fasilitas dan daya tampung, baik di Rumah Sakit Jiwa maupun panti 

sosial. Kondisi ini berdampak pada tertundanya pemulangan pasien, terutama 

perempuan, karena belum tersedianya panti khusus ODGJ wanita di UPT Bina Laras. 

Selain itu, panti swasta seperti Panti Kesanpro juga menghadapi keterbatasan ruang 

dan waktu dalam menerima pasien. Hambatan ini menimbulkan ketidaksetaraan 

layanan berbasis gender serta memperberat beban lembaga penyedia layanan. Dengan 

jumlah ODGJ yang terus meningkat, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi 

kendala struktural yang menghambat optimalisasi collaborative governance lintas 

sektor dalam penanganan ODGJ terlantar. Oleh karena itu, pembangunan panti sosial 

khusus bagi pasien perempuan perlu menjadi prioritas pemerintah provinsi sebagai 

bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak rehabilitasi yang setara. 

2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat 

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi hambatan penting dalam penanganan ODGJ terlantar 

di Kota Pekanbaru. Kesalahan pelaporan, seperti melaporkan ODGJ yang masih 

memiliki keluarga sebagai terlantar, mengganggu koordinasi antara Dinas Sosial dan RSJ 

serta menambah beban pelayanan secara tidak proporsional. Selain itu, banyak 

masyarakat yang belum memahami alur pelaporan, sehingga aduan langsung sering 

masuk ke RSJ, padahal kewenangan awal berada pada Dinas Sosial atau tim reaksi cepat 

pemerintah daerah. Kebingungan ini menimbulkan keterlambatan penanganan, 

kesalahan rujukan, bahkan risiko memperparah kondisi ODGJ. 

Di sisi lain, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tanda-tanda awal 

gangguan mental membuat banyak kasus tidak tertangani sejak dini hingga berkembang 
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menjadi kondisi lebih berat. Oleh karena itu, peningkatan edukasi publik mengenai 

kesehatan jiwa, alur pelaporan yang jelas, serta penguatan koordinasi antarinstansi 

menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan penanganan ODGJ terlantar yang 

lebih tepat sasaran dan efektif. 

3. Adanya Stigma Negatif Dari Masyarakat dan Keluarga 

Stigma negatif masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

masih menjadi hambatan besar dalam proses penanganan dan pemulihan. Label buruk 

seperti “gila” atau “berbahaya” memunculkan perlakuan diskriminatif berupa 

pengucilan, penolakan, hingga ejekan, yang justru memperburuk kondisi psikologis 

penderita. Padahal, ODGJ yang mendapatkan pengobatan teratur dan dukungan sosial 

memiliki peluang besar untuk pulih dan kembali berfungsi di masyarakat. 

Stigma juga kerap datang dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga. Banyak 

ODGJ yang tidak diterima kembali setelah menjalani perawatan, karena dianggap 

sebagai beban, baik secara emosional maupun ekonomi. Faktor ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat serta rasa takut terhadap potensi bahaya turut memperkuat 

penolakan ini. Akibatnya, tidak sedikit pasien yang harus menetap lebih lama di panti 

atau lembaga perawatan karena kehilangan dukungan keluarga. 

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia(SDM) 

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala utama dalam 

pelayanan terhadap pasien ODGJ di RSJ Tampan. Meskipun fasilitas fisik sudah relatif 

memadai, kekurangan tenaga kesehatan, khususnya perawat dan dokter, membuat 

pelayanan belum optimal. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan pengawasan dan 

penanganan pasien yang membutuhkan perhatian khusus, serta menurunkan 

kepercayaan publik maupun mitra kerja sama terhadap kinerja RSJ. Oleh karena itu, 

pemenuhan tenaga kesehatan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, menjadi 

prioritas penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kolaborasi 

lintas sektor dalam penanganan ODGJ. 

 

Simpulan 

1. Collaborative Governance dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Terlantar di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Kolaborasi lintas sektor 

dalam penanganan ODGJ terlantar di Kota Pekanbaru telah membangun fondasi 

penting melalui dialog tatap muka, meskipun masih terbatas dan perlu diperkuat 

dengan forum evaluasi formal. Kepercayaan antar-stakeholders terbentuk melalui 

kontribusi nyata, komunikasi berkelanjutan, dan dasar hukum yang jelas, sehingga 

menjadi pijakan bagi keberlanjutan kerja sama. Komitmen terhadap proses tercermin 

dari konsistensi instansi dalam menjalankan peran masing-masing yang didukung oleh 

sumber daya dan regulasi formal. Pemahaman bersama juga terbangun melalui 

kesadaran kolektif akan kompleksitas masalah ODGJ serta kesepakatan nilai bersama 

untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial pasien. Secara keseluruhan, hasil 

sementara kolaborasi telah menunjukkan capaian positif berupa pengurangan 

penumpukan pasien di RSJ, tersedianya panti sebagai rujukan, layanan rehabilitasi 
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psikososial, serta keberhasilan reunifikasi sebagian pasien dengan keluarga, meskipun 

masih terdapat keterbatasan dan apa yang terjadi dilapangan dengan masih banyaknya 

ODGJ yang terlantar dan berkeliaran perlu adanya perhatian khusus untuk seluruh 

stakeholders. 

2. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan Collaborative 

Governance dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota 

Pekanbaru diantaranya keterbatasan fasilitas dan daya tampung, minimnya 

pengetahuan masyarakat, adanya stigma negatif baik dari masyarakat umum maupun 

keluarga, serta keterbatasan sumber daya manusia. 

Saran  

Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat menambah fasilitas dan kapasitas 

penampungan bagi ODGJ terlantar, termasuk pembangunan panti sosial khusus bagi 

pasien perempuan serta penambahan tenaga kesehatan jiwa yang kompeten melalui 

pelatihan berkala. Selain itu, penguatan sistem penjangkauan dan pendataan berkelanjutan 

perlu dilakukan agar kasus ODGJ terlantar dapat segera ditangani dengan melibatkan 

kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Upaya ini juga harus 

didukung dengan peningkatan edukasi mengikis stigma, meningkatkan pemahaman 

gangguan serta literasi kesehatan jiwa yang menyasar seluruh lapisan masyarakat melalui 

jalur pendidikan, komunitas, tempat ibadah, serta media digital, guna menumbuhkan 

pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesehatan jiwa dan perlakuan 

yang layak bagi ODGJ.  
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